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I. PENDAHULUAN

2025-2026 
I 
31 
Rapat Dengar· Pendapat Umum Komisi X DPR RI dengan 
Perkumpulan Politeknik Swasta Indonesia (Pelita), Lembaga 
Kajian Islam dan Transformasi Sosial (LKIS), Ketua Asosiasi 
Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif Indonesia (Asah 
Pena), Konsorsium Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia 
(KMPPI), dan Forum Direktur Politeknik Negeri Se-Indonesia 
(FDPNI). 
Terbuka 
Senin, 22 September 2025 
Pukul 13:00 WIB s.d Selesai 
Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gd Nusantara I DPR RI 
Penyampaian Masukan terhadap RUU tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 
H. Lalu Hadrian lrfani, ST/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Endang Dwi Astuti, SS, MSi./Kabagset. Komisi X DPR RI.
a. 23 (dua puluh tiga) Anggota dari 45 (empat puluh lima)

Anggota Komisi X DPR RI dan 7 (tujuh) Fraksi dari 8
(delapan) Fraksi.

b. Perkumpulan Politeknik Swasta Indonesia (Pelita);
c. Lembaga Kajian Islam Dan Transformasi Sosial (LKIS);
d. Ketua Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif

Indonesia (Asah Pena);
e. Konsorsium Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia

(KMPPI);
f. Forum Direktur Politeknik Negeri se-lndonesia (FDPNI).

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.04 WIB
oleh H. Lalu Hadrian lrfani, S.T./Wakil Ketua Komisi X DPR RI. Berdasarkan pasal 276
ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan
terbuka untuk umum.

II. CATATAN/KESIMPULAN

1. Komisi X DPRRI mengapresiasi paparan dan penjelasan Perkumpulan Politeknik
Swasta Indonesia (Pelita), Lembaga Kajian Islam dan Transformasi Sosial (LKIS),
Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif Indonesia (Asah Pena),
Konsorsiun Masyarakat Peduli Pendidikan Indonesia (KMPPI), dan Forum Direktur
Politeknik Negeri se-lndonesia (FDPNI) terkait masukan bagi penyusunan Revisi UU
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satuan pendidikan; perlu dukungan penguatan pendidikan inklusif di sekolah 
umum; serta mengatur penerapan nilai toleransi dalam lingkungan 
pendidikan. 

4) Terkait pembiayaan pendidikan: definisi anggaran pendidikan 20% dalam UU
perlu diperjelas; penggunaan anggaran pendidikan perlu diprioritaskan untuk
mendukung pencapaian wajib belajar; tata kelola anggaran harus transparan
dan akuntabel; pelibatan kementerian bidang pendidikan dalam penentuan
alokasi anggaran pendidikan; serta aturan jelas dalam kontribusi masyarakat
terhadap pembiayaan pendidikan.

e. Forum Direktur Politeknik Negeri se-lndonesia (FDPNI) mengusulkan agar:
1) Politeknik bertransformasi menjadi Politeknik University.

2) Akademi Komunitas Negeri perlu bertransformasi menjadi Politeknik agar
dapat membuka jenjang lebih tinggi, memperkuat peran vokasi berbasis
kebutuhan daerah, memperluas riset dan kerja sama industri, serta
meningkatkan daya saing lulusan.

3) Akademi Komunitas Negeri perlu diberi kesempatan menyelenggarakan D3
dan D4 agar menghasilkan lulusan lebih kompeten, relevan dengan industri,
menarik minat mahasiswa, dan memperkuat peran vokasi berbasis lokal serta
global.

3. Seluruh pandangan dan masukan substantif terkait RUU Sisdiknas dari narasumber,
menjadi bahan pertimbangan bagi Panja RUU Sisdiknas Komisi X DPR RI, untuk
menjadi bahan kajian dan disusun konsep pengaturannya dalam RUU Sisdiknas
bersama Pemerintah.

4. Terhadap pertanyaan, masukan dan catatan Komisi X DPR RI, khususnya tanggapan
lebih lanjut mengenai durasi pelaksanaan kurikulum pendidikan, formula
anggaran pendidikan, rumusan pelibatan kementerian bidang pendidikan
dalam pengelolaan anggaran pendidikan, aspek sentralisasi/desentralisasi
pendidikan, dan lain-lain, narasumber dapat memberikan tanggapan tertulis, paling
lambat 25 September 2025 sebagai bahan untuk menyusun NA dan Draft RUU
Sisdiknas.

111. PENUTUP
Rapat ditutup pada pukul 16.10 WIB

Ketua Rapat, 
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H. Lalu Hadrian lrfani, ST

ttd.


